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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan 

Ukuran KAP terhadap penyajian kembali laporan keuangan perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Pengukuran karakteristik komite 

audit di proksikan dengan indikator independensi komite audit, ukuran komite audit, jumlah 

rapat komite audit, keahlian komite audit, dan Ukuran KAP. Penelitian ini menggunakan ukuran  

perusahaan dan kinerja perusahaan sebagai variabel kontrol. Sedangkan penyajian kembali 

laporan keuangan diukur menggunakan variabel dummy, di mana “1” jika perusahaan melakukan 

penyajian kembali dan “0” jika tidak. Sampel terdiri dari 77 restatement firms dan 77 perusahaan 

kontrol. Dari 77 sampel perusahaan tersebut terdapat 8 outliers sehingga setelah outliers 

dieliminasi total sampel akhir yang di analisis adalah 138 observations (69 restatement firms and 

69 non-restatement firms). Data dianalisis dengan regresi logistik menggunakan software SPSS. 

Penelitian ini menemukan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap 

penyajian kembali laporan keuangan, sedangkan independensi komite audit, jumlah rapat komite 

audit, keahlian komite audit, dan Ukuran KAP tidak memiliki pengaruh negatif terhadap 

penyajian kembali laporan keuangan. 

Kata Kunci: Komite audit, Restatement, Agency theory, Kualitas audit 

ABSTRACT 

This study's objective is to look at the impact of audit committee characteristics and the 

size of the audit firm on the restatement of financial statements of financial sector companies listed 

on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016 to 2020. Measurement of audit committee 

characteristics is proxied by indicators of audit committee independence, audit committee size, 

number of audit committee meetings, audit committee expertise, and size of audit firm. This study 

uses firm size and firm performance as control variabels. Meanwhile, the restatement of financial 

statements is measured using a dummy variabel, where "1" if the company makes a restatement 

and "0" if not. The sample consists of 77 restatement firms and 77 control firms. There are 8 outliers 

among the 77 restatement firms, therefore once the outliers are removed, the total final sample 

studied is 138 observations (69 restatement firms and 69 non-restatement firms). Data were 

analyzed by logistic regression using SPSS software. According to the findings of this study, the 

size of the audit committee had a negative effect on the restatement of financial statements, while 

the independence of the audit committee, the number of audit committee meetings, the expertise 

of the audit committee, and the size of the audit firm did not have a negative effect on the 

restatement of the financial statements. 

Keywords: Audit Committee, Audit Firm Size, Restatement 

PENDAHULUAN 

Peningkatan penyajian kembali 

laporan keuangan telah menarik perhatian 

publik dalam beberapa dekade belakangan 

ini karena menyebabkan kerugian yang 

besar. Salah satunya yang dilakukan Tesco 

PLC yang menyajikan kembali 

pendapatannya setelah melakukan 

overstated pendapatan mereka sehingga 

meningkat hingga £250 miliar dalam 

setengah tahun. Skandal Enron merupakan 

contoh lain mengenai dampak dari 

restatement setelah Enron mengumumkan 

kerugian mencapai $US 618 juta dalam 

laporan keuangan Q3. Setelah itu Enron 

menyatakan penyajian kembali pendapatan 

untuk beberapa tahun sebelumnya.  

Restatement yang dilakukan oleh Tesco PLC 

maupun Enron menyebabkan hilangnya 



2 
 

kepercayaan investor sehingga 

menyebabkan menurunnya saham di pasar 

ekuitas Amerika Serikat selama berbulan-

bulan setelah pengungkapan Enron [1]. 

Penyajian kembali laporan keuangan 

juga dialami oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. Pada tahun 2018 PT. Garuda 

Indonesia, Tbk. telah melakukan penyajian 

kembali laporan keuangan dengan mencatat 

kerugian sebesar $US 216,5 juta setelah 

sebelumnya mencatat keuntungan sebesar 

$890,85 ribu [2]. Penyajian kembali laporan 

keuangan ini menyebabkan Garuda 

Indonesia mendapatkan sanksi beserta 

denda oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  

Kementerian keuangan, dan Bursa Efek 

Indonesia (BEI) atas pelanggaran pelaporan 

keuangan yang tidak mengacu pada standar 

akuntansi yang berlaku..  

Penyajian kembali telah menjadi 

perdebatan mengenai kualitas dari laporan 

keuangan yang telah disampaikan oleh 

perusahaan publik. Keputusan investasi 

investor bergantung pada tingkat 

kepercayaan mereka terhadap kualitas 

laporan keuangan [3]. Dari perspektif 

investor, penyajian kembali bukan hanya 

indikasi masalah pada laporan keuangan 

pada periode sebelumnya, tetapi juga 

menandakan masalah perusahaan dan 

manajemen yang akan datang [4]. Penyajian 

kembali merupakan pengakuan bahwa 

perusahaan telah melakukan kelalaian atau 

salah saji material dalam laporan keuangan 

mereka [5]. Beberapa penelitian telah 

menunjukkan bahwa good corporate 

governance dapat menyebabkan 

menurunnya kemungkinan penyajian 

kembali [6]–[9]. 

Dalam teori agensi, dijelaskan 

Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa pihak 

pemilik perusahaan memiliki perbedaan 

kepentingan dengan pihak manajemen 

dikarenakan pemisahan kepemilikan dan 

manajemen [10] sehingga dapat 

menimbulkan terjadinya konflik keagenan. 

Komite audit merupakan representasi dari 

mekanisme corporate governance yang 

berfungsi secara efektif untuk mengurangi 

konflik keagenan yang timbul dari 

terpisahnya kepemilikan dan manajemen 

[11], [12]. Berdasarkan POJK No 55 

/POJK.04/2015.,  “komite audit adalah 

komite yang dibentuk oleh dan bertanggung 

jawab kepada dewan komisaris dalam 

membantu melaksanakan tugas dan fungsi 

dewan komisaris”. Pengawasan terhadap 

manajemen merupakan fungsi dari komite 

audit, dalam hal ini termasuk pengawasan 

dalam penyusunan laporan keuangan untuk 

menjamin kualitas laporan keuangan 

perusahaan. Beberapa skandal akuntansi 

telah memberikan pertanyaan tentang 

tanggung jawab dan peran komite audit 

dalam melakukan pengawasan laporan 

keuangan [14]. 

Penyajian kembali bukan hanya 

menggambarkan kualitas laporan keuangan, 

tetapi juga kualitas layanan yang diberikan 

oleh auditor [5]. Selain komite audit  kualitas 

audit juga memiliki pengaruh terhadap 

terjadinya penyajian kembali laporan 

keuangan. Kualitas audit dapat ditentukan 

oleh ukuran kantor auditor [15], [16]. Kantor 

Akuntan Publik (KAP), yaitu pihak auditor 

yang melakukan audit perusahaan juga 

dianggap memiliki peran penting dalam 

terjadinya penyajian kembali laporan 

keuangan. Penyajian kembali menyebabkan 

keraguan terhadap integritas KAP dalam 

memberikan opini audit. Dari berbagai kasus 

pada skandal laporan keuangan 

menunjukkan bahwa auditor KAP memiliki 

peran dalam membantu manajemen 

melakukan manipulasi laporan keuangan. 

Oleh karena itu auditor di KAP harus 

memiliki integritas agar dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Choi et al. 

(2010) berpendapat auditor KAP big 4 

dengan nama besarnya memiliki insentif 

untuk mempertahankan tingkat kualitas 

layanan di seluruh kantor dengan ukuran 

berbeda di setiap negara.  

Hasil inkonsistensi pada beberapa 

penelitian terdahulu yang meneliti berbagai 

sektor, negara, dan peraturan serta 

karakteristik komite audit yang berbeda 

antar negara memotivasi penelitian ini 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

karakteristik komite audit dan ukuran KAP 

terhadap penyajian kembali laporan 

keuangan pada perusahaan di sektor 

keuangan yang terdaftar di BEI. Perusahaan 

di sektor keuangan dipilih karena menurut 

data perusahaan yang melakukan penyajian 

kembali di BEI untuk setiap sektor pada 

tahun 2015 didapatkan bahwa sektor 

keuangan yang paling banyak melakukan 

restatement. Data perusahaan yang 

melakukan restatement di BEI dapat dilihat 

pada figure 1. 
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Figure 1.  Sektor perusahaan yang 
melakukan restatement pada tahun 

2015 di Indonesia 

KAJIAN TEORITIS 

Agency Theory 

 Dalam agency theory, hubungan 

agensi didefinisikan sebagai kontrak antara 

satu atau lebih pemilik perusahaan dengan 

manajemen yang melakukan pengelolaan 

perusahaan atas nama pemilik dengan 

memberikan delegasi dalam pengambilan 

keputusan kepada manajemen [12].  Pada 

dasarnya, pihak pemilik perusahaan  

memiliki perbedaan kepentingan dengan 

pihak manajemen dikarenakan pemisahan 

kepemilikan dan manajemen [10] yang 

akhirnya dapat menimbulkan terjadinya 

konflik keagenan (agency problem).  Konflik 

keagenan antara pemilik perusahaan dan 

manajemen dapat muncul dikarenakan 

pemisahan pengurus dan pemilik 

perusahaan, agen yang memiliki tujuan yang 

berbeda dengan prinsipal, dan asimetri 

informasi antara manajemen dan pemegang 

saham [12], [17].. 

Untuk meminimalisir terjadinya 

konflik keagenan, dibutuhkan pihak yang 

memiliki fungsi monitoring dan melakukan 

pemeriksaan terhadap aktivitas yang 

dilakukan oleh manajemen. Monitoring 

umumnya dilakukan oleh pihak independen 

yang tentunya akan menimbulkan 

monitoring expenditures atau agency cost 

[12]. Komite audit adalah salah satu 

komponen dari sistem Corporate Governance  

yang berfungsi untuk meminimalisir adanya 

konflik keagenan antara pemilik perusahaan 

dengan manajemen [11]. Dengan adanya 

aktivitas monitoring yang dilakukan oleh 

komite audit, maka akan mengurangi 

kemungkinan manajemen melakukan 

manipulasi laporan keuangan dan kualitas 

laporan keuangan akan meningkat [18] . 

Restatement 

 Terjadinya Restatement merupakan 

indikasi bahwa laporan keuangan yang 

diterbitkan pada periode sebelumnya 

memiliki kualitas yang buruk [19].  

Restatement dapat didefinisikan sebagai 

pengakuan bahwa perusahaan telah 

melakukan kelalaian atau salah saji 

material dalam laporan keuangan mereka 

[5]. Ada 4 kondisi di mana laporan keuangan 

yang telah diaudit disajikan kembali [20],  

yaitu: (1) salah saji material terjadi sebagai 

akibat dari beberapa tipe inherent risk 

(seperti praktik akuntansi manajemen yang 

agresif, penerapan GAAP yang salah,  

masalah personal, dan lainnya), (2) salah saji 

tidak dapat dihindari atau ditemukan oleh 

internal control perusahaan, (3) auditor 

eksternal gagal mendeteksi salah saji dalam 

penerbitan laporan keuangan, (4) salah saji 

terdeteksi setelah beberapa saat, jika 

signifikan perusahaan akan diminta untuk 

mengoreksi, menyatakan kembali, dan 

menerbitkan kembali laporan keuangan.  

Karakteristik Komite Audit 

Berdasarkan POJK No 55 

/POJK.04/2015,  “komite audit adalah komite 

yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi dewan 

komisaris”. Komite audit memiliki tugas 

untuk mengawasi prosedur pelaporan 

keuangan dan menjamin bahwa laporan 

keuangan akurat [21]. Beberapa literatur 

mengidentifikasi bahwa komite audit 

memiliki beberapa karakteristik dalam 

menjalankan fungsinya, yaitu Audit  

Committee Size, Independence, Meeting, dan 

Expertise.  

Independensi Komite Audit 

Untuk menjalankan fungsinya,  

komite audit haruslah merupakan seorang 

yang independen dalam manajemen 

perusahaan. independensi sangat penting 

bagi komite audit agar dapat mencapai 

objektivitas tanpa ada gangguan dari pihak 

lain. Komite audit disebut independen jika 

tidak memiliki hubungan, baik langsung 

maupun tidak langsung dengan perusahaan 

yang dapat mengintervensi independensi 

mereka kepada manajemen dan perusahaan 

[22] 

Dalam POJK No 55 /POJK.04/2015 

dijelaskan mengenai independensi komite 

audit di mana “anggota komite audit bukan 

merupakan orang yang bekerja atau 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

untuk merencanakan, memimpin, 
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mengendalikan, atau mengawasi kegiatan 

emiten atau perusahaan publik tersebut 

dalam waktu enam (6) bulan terakhir, tidak 

mempunyai afiliasi dengan anggota dewan 

komisaris, anggota direksi, atau pemegang 

saham utama emiten atau perusahaan 

publik, dan tidak mempunyai hubungan 

usaha baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha emiten dan perusahaan publik”. 

Dengan adanya independensi, maka 

akan menjamin objektivitas dari komite 

audit. Semakin independen suatu komite 

audit, maka semakin besar kemungkinan 

untuk dapat melakukan pengawasan dalam 

pelaporan keuangan dikarenakan komite 

audit tidak dipengaruhi oleh manajemen [7].  

Independensi dalam komite audit mencakup 

dua aspek, yaitu jumlah anggota diluar 

perusahaan yang tidak terkait dan apakah 

anggota berpartisipasi dalam rencana opsi 

saham perusahaan [23]. 

Ukuran Komite Audit 

Ukuran komite audit adalah total 

anggota komite audit yang dipilih oleh 

dewan komisaris. Jumlah dari komite audit 

digunakan sebagai indikasi tersedianya 

sumber daya dalam komite audit [24].  

Berdasarkan POJK No 55 /POJK.04/2015,  

“komite audit diwajibkan memiliki minimal 

3 orang anggota yang berasal dari komisaris 

independen dan juga pihak luar 

perusahaan”.  

Peningkatan jumlah komite audit 

dapat memberikan berbagai pandangan dan 

keahlian untuk memastikan pengawasan 

yang efektif sehingga meningkatkan 

kemungkinan komite audit untuk 

mendeteksi masalah yang muncul selama 

pelaporan keuangan [23]. Ukuran komite 

audit yang besar dapat menciptakan 

pengawasan yang efektif sehingga komite 

audit dapat mendorong manajemen dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan 

[25]. Hal ini dapat terjadi karena fakta 

bahwa dengan bertambahnya jumlah 

anggota komite audit, akan ada lebih banyak 

sumber daya dalam komite audit untuk 

meningkatkan kualitas pengawasan [26]. 

Rapat Komite Audit 

 Rapat komite audit adalah jumlah 

rapat yang dilakukan komite audit selama 

satu tahun. Kualitas monitoring yang 

dilakukan oleh komite audit diproksikan 

dengan jumlah rapat yang diadakan.  

Tingginya jumlah rapat komite audit 

menunjukkan tingkat pengawasan yang 

dilakukan [27]. Dengan melakukan rapat 

dengan internal auditor, komite audit akan 

mendapatkan informasi mengenai masalah 

akuntansi di perusahaan [28] sehingga dapat 

membantu dalam penyusunan laporan 

keuangan. Pada penelitian sebelumnya,  

jumlah rapat komite audit digunakan 

sebagai proksi dari audit committee diligence 

karena komite audit yang tidak aktif tidak 

mungkin melakukan pengawasan 

manajemen yang efektif [29]. Dalam POJK 

No 55 /POJK.04/2015  diatur jumlah rapat 

minimal yang harus dilakukan perusahaan 

publik di Indonesia, yaitu minimal empat 

kali dalam setahun. 

Keahlian Komite Audit 

 Agar komite audit dapat 

menjalankan tugas pengawasan secara 

efektif, dibutuhkan anggota yang memiliki 

keahlian dalam bidangnya. Keahlian yang 

dimaksud adalah anggota harus memiliki 

kemampuan, pengalaman, atau latar 

belakang di bidang keuangan dan akuntansi.   

Di Indonesia, peraturan serupa 

diatur dalam POJK No 55 /POJK.04/2015  di 

mana “wajib memiliki paling sedikit satu (1) 

anggota yang memiliki latar belakang 

pendidikan dan keahlian di bidang 

akuntansi dan keuangan”. Komite audit 

dengan keahlian dibidang keuangan 

memiliki hubungan yang lebih besar dengan 

internal auditor [30] sehingga meningkatkan 

komite audit untuk mendeteksi salah saji 

dan dapat dikoreksi tepat waktu [31]. 

Ukuran KAP 

Audit memiliki peran yang signifikan 

dalam menegakkan dan melindungi hak 

pemilik perusahaan dengan mengawasi 

tindakan manajemen [32]. Oleh karena itu, 

pemilik perusahaan membutuhkan bantuan 

pihak auditor yang menyediakan layanan 

audit. Auditor harus merencanakan dan 

melaksanakan audit untuk mencapai 

keyakinan memadai bahwa laporan 

keuangan telah bebas dari salah saji 

material [33]. Ada dua peran seorang 

auditor, yaitu the information role dan the 

insurance role [34]. Dalam information role, 

auditor adalah orang yang secara 

independen memeriksa kebenaran laporan 

keuangan sebelum dipublikasikan. Dalam 

insurance role, auditor adalah orang yang 

bertanggung jawab atas kerugian pengguna 

laporan keuangan.  
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Auditor eksternal memiliki peranan 

penting dalam menciptakan kredibilitas 

laporan keuangan dengan menyediakan 

layanan independen kepada pemilik 

perusahaan mengenai integritas pelaporan 

[35]. Ukuran kantor audit merupakan faktor 

yang menentukan kualitas audit [15], [16].   

Kantor big 4 yang lebih besar dibandingkan 

kantor non-big 4 memberikan pelayanan 

audit yang kualitasnya lebih tinggi 

dikarenakan pengalaman dan keahlian 

internal mereka yang lebih tinggi [16].  

Pengaruh Independensi Komite Audit 

terhadap Restatement 

Dalam teori agensi, perbedaan 

kepentingan antara agent dan principal 

memberikan konflik keagenan. Konflik 

kepentingan terjadi karena setiap pihak 

cenderung melakukan hal yang menguntung  

kan kepentingannya dibandingkan 

kepentingan pihak lain. Dibutuhkan pihak 

independen dengan fungsi pengawasan 

sehingga dapat menjadi penengah antara 

pemilik perusahaan dan manajemen. Komite 

audit sebagai representasi dari salah satu 

mekanisme corporate governance memiliki 

peran untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan [36], [37] dan menjamin laporan 

keuangan [38] melalui pengawasan terhadap 

manajemen. Independensi komite audit 

dapat meningkatkan efektivitas komite 

audit dalam melakukan pengawasan.  

Pengawasan yang dilakukan oleh komite 

audit independen dapat meminimalisir 

konflik keagenan dalam teori agensi. 

Penelitian terdahulu mendapati 

pentingnya independensi komite audit dalam 

menjaga integritas dan kualitas dari proses 

pelaporan laporan keuangan [39]–[41].  

Komite audit yang terdiri dari direktur 

independen mampu menciptakan auditor 

independen yang kuat dan mengurangi 

terjadinya kecurangan dalam penyusunan 

laporan keuangan [6], [42]. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

menemukan bahwa independensi komite 

audit memiliki pengaruh negatif terhadap 

terjadinya restatement [6], [7], [43] yang 

berarti semakin tinggi independensi komite 

audit dalam sebuah perusahaan, semakin 

rendah kemungkinan terjadinya restatement.  

Penelitian terdahulu mendapatkan 

hasil di mana independensi komite audit 

tidak memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap terjadinya earnings 

restatement [24]. Penelitian lainnya juga 

mendapatkan bahwa independensi komite 

audit memiliki pengaruh negatif terhadap 

kualitas laba [44]. Berdasarkan hasil 

penelitian di atas, maka hipotesis pertama 

pada penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Independensi komite audit berpengaruh 

negatif terhadap terjadinya restatement 

Pengaruh Ukuran Komite Audit 

terhadap Restatement 

Peningkatan jumlah komite audit 

dapat memberikan berbagai pandangan dan 

keahlian untuk memastikan pengawasan 

yang efektif sehingga meningkatkan 

kemungkinan komite audit untuk 

mendeteksi masalah yang muncul selama 

pelaporan keuangan [23]. Dengan adanya 

pertambahan dalam komite audit, maka 

semakin banyak sumber daya yang memiliki 

keahlian dan pengetahuan yang berbeda-

beda sehingga dapat mengisi kekurangan 

antar anggota. Ukuran komite audit yang 

besar diharapkan mampu Pengawasan yang 

efektif merupakan fungsi utama komite 

audit dalam meminimalisir konflik keagenan 

dalam teori agensi. Pengawasan yang 

dilakukan komite audit akan menjamin 

integritas dan kualitas laporan keuangan 

yang dibuat oleh pihak manajemen sehingga 

dapat mencegah terjadinya penyajian 

kembali dikemudian hari. Penelitian 

sebelumnya mendapatkan hasil bahwa 

ukuran komite audit memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap terjadinya 

earnings restatement [24]. Hasil serupa 

ditemukan pada penelitian lainnya di mana 

ukuran komite audit berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan [27] 

Akan tetapi beberapa penelitian 

terdahulu menunjukkan hasil sebaliknya 

[45]. Penelitian lainnya juga mendapatkan 

hasil di mana ukuran komite audit tidak 

memiliki hubungan dengan terjadinya 

restatement [6]. Berdasarkan hasil beberapa 

penelitian terdahulu, maka dirumuskan 

hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2: Ukuran komite audit berpengaruh 

negatif terhadap terjadinya restatement 

Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap 

Restatement 

Dalam agency theory, pengawasan 

merupakan salah satu hal yang terpenting 

untuk meminimalisir konflik keagenan. 

Intensitas rapat komite audit yang tinggi 
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merepresentasikan tingkat pengawasan 

yang dilakukan [27]. Jumlah rapat komite 

audit diasumsikan meningkatkan efektivitas 

pengawasan  [46], [47]. Komite audit 

meningkatkan jumlah rapat ketika ada 

masalah yang signifikan dalam pengawasan 

atau kontrol [48]. Peningkatan efektivitas 

pengawasan dapat meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan yang dapat membantu 

perusahaan menghindar dari insiden 

terjadinya restatement. Penelitian 

menemukan bahwa komite audit dengan 

minimal rapat empat (4) kali pertahun 

memiliki biaya audit yang lebih tinggi [49],  

di mana biaya ini menggambarkan agency 

cost.  

Komite audit perusahaan yang 

mengalami masalah kecurangan dalam 

laporan keuangannya memiliki jumlah rapat 

yang lebih sedikit dibanding perusahaan 

yang tidak mengalami masalah dalam 

laporan keuangannya [50], [51]. Penelitian 

terdahulu menemukan hasil di mana audit 

komite pada perusahaan yang melakukan 

restatement tidak melakukan rapat minimal 

empat kali dalam setahun [6]. Penelitian 

lainnya mendapatkan hasil di mana jumlah 

rapat komite audit berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan [27].  

 Beberapa penelitian lain 

menemukan hasil yang inkonsisten di mana  

tingkat diligence yang diukur menggunakan 

frekuensi rapat terhadap insiden terjadinya 

restatement mendapatkan hasil tingkat 

diligence komite audit tidak memiliki 

hubungan dengan insiden restatement [24],  

[43]. Berdasarkan hasil penelitian di atas,  

maka hipotesis ketiga pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H3: Rapat komite audit berpengaruh negatif 

terhadap terjadinya restatement 

Pengaruh Keahlian Komite Audit 

terhadap Restatement 

Komite audit memiliki peran untuk 

menjamin kualitas laporan keuangan dan 

pengawasan audit [21]. Agar peran ini dapat 

diselesaikan dengan baik, dibutuhkan 

seseorang dengan keahlian dan pengalaman 

keuangan yang luas [23]. Perusahaan dapat 

meningkatkan pengawasannya dengan 

mengangkat ketua komite audit dengan 

keahlian akuntansi [25]. Hal ini dapat 

mengurangi masalah keagenan dalam teori 

agensi di mana pengawasan oleh komite 

audit yang memiliki pengalaman dan 

pengetahuan dapat meningkatkan 

pengawasannya sehingga membatasi 

kekuasaan manajemen atas penyusunan 

laporan keuangan [52].  

Beberapa penelitian sebelumnya 

telah meneliti hubungan antara keahlian 

keuangan dan kualitas laporan keuangan 

[25], [53]. Hasil dari beberapa penelitian 

mendapatkan hasil komite audit dengan 

keahlian keuangan memiliki pengaruh 

positif pada kualitas laporan keuangan [6],  

[54]. Berdasarkan perkembangan hasil 

positif yang didapat penelitian tersebut, 

beberapa literatur secara khusus menguji 

pengaruh keahlian akuntansi dan audit 

komite audit terhadap kualitas laporan 

keuangan yang dapat mengarah pada 

terjadinya restatement [53], [55]. Penelitian 

lainnya yang meneliti keahlian akuntansi 

dan keuangan juga menemukan hasil yang 

serupa dengan penelitian sebelumnya [56],  

[57]. 

Namun penelitian yang dilakukan 

sebelumnya menunjukkan hasil sebaliknya 

di mana anggota komite audit dengan 

keahlian keuangan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap financial 

restatement [24], [56]. Berdasarkan hasil 

penelitian di atas, maka disimpulkan 

hipotesis keempat sebagai berikut: 

H4: Keahlian komite audit berpengaruh 

negatif terhadap terjadinya restatement 

Pengaruh Ukuran KAP Terhadap 

Restatement 

Selain karakteristik komite audit, 

auditor juga memiliki peran penting dalam 

meminimalisir terjadinya konflik keagenan. 

Auditor eksternal mampu meningkatkan 

integritas laporan keuangan [58]sehingga 

dapat meminimalisir terjadinya restatement. 

Pengawasan auditor dengan kualitas dan 

layanan yang baik diberikan oleh KAP big 4 

tentu akan membebankan sejumlah biaya 

yang lebih besar dibandingkan kantor yang 

lebih kecil. Sejalan dengan agency theory di 

mana untuk mengatasi konflik keagenan, 

dibutuhkan agency cost berupa biaya auditor.   

Perusahaan yang diaudit oleh KAP 

big 4 diperlakukan lebih konservatif. Oleh 

karena itu perusahaan yang diaudit oleh big 

4 akan memiliki kualitas laporan keuangan 

yang lebih tinggi [59]. Selain itu, KAP big 4 

menyediakan kualitas audit yang lebih 

tinggi dibandingkan kantor yang lebih kecil 
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dikarenakan pengalaman yang lebih tinggi 

[16]. Pada beberapa penelitian didapatkan 

hasil yang konsisten di mana ukuran KAP 

memiliki pengaruh negatif dengan 

terjadinya restatement [60]–[62]. Namun 

penelitian sebelumnya menemukan hasil 

sebaliknya di mana ukuran KAP tidak 

memiliki hubungan terhadap financial 

restatement [63]. Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu, dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5: Kualitas audit berpengaruh negatif 

terhadap terjadinya restatement 

METODE PENELITIAN 

 

Gambar 1. Model Analisis 

Berdasarkan model analisis di atas,  

maka persamaan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

RESTi,t = α + β1ACINDi,(t-1) + β2ACSIZE i,(t-1) +  

β3ACMEET i,(t-1) + β4ACEXP i,(t-1) + 

β5AFSIZE i,(t-1) + β6SIZE i,(t-1) + 

β7PERFORM i,(t-1) + e  

Keterangan: 

REST  = restatement 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien 

ACIND  = Independensi komite audit 

ACSIZE = Ukuran komite audit 

ACMEET = Jumlah rapat komite audit 

ACEXP  = Keahlian komite audit 

AFSIZE = Ukuran KAP 

SIZE  = Ukuran perusahaan 

PERFORM = Kinerja Perusahaan 

e  = error term 

i  = Perusahaan i 

t  = Periode t 

t-1  = 1 tahun sebelum periode 

 

Penyajian kembali laporan keuangan (REST) 

diproksikan menggunakan variabel dummy, 

di mana nilai “1” untuk perusahaan yang 

melakukan penyajian kembali laporan 

keuangan, dan nilai “0” untuk perusahaan 

yang tidak melakukan penyajian kembali 

laporan keuangan. Kriteria perusahaan yang 

melakukan restatement sesuai dengan 

kriteria GAO’s definition of restatement [64].  

Independensi komite audit (ACIND) diukur 

menggunakan proporsi antara anggota 

komite audit independen dengan jumlah 

total komite audit. Kriteria independensi 

komite audit sesuai dengan 2 aspek 

independensi menurut [23]. Ukuran komite 

audit (ACSIZE) diukur dari jumlah anggota 

komite audit. Jumlah rapat (ACMEET) 

komite audit diukur dari jumlah rapat 

komite audit selama satu tahun. Keahlian 

komite audit (ACEXP) diukur dari jumlah 

komite audit yang memiliki keahlian 

akuntansi &  keuangan. Kualitas audit 

(AUDQ) diproksikan menggunakan variabel 

dummy di mana diberi kode “1” untuk 

auditor big 4, dan kode “0” untuk auditor 

non-big 4. Ukuran perusahaan (SIZE) diukur 

menggunakan logaritma natural total aset 

perusahaan. Kinerja perusahaan 

(PERFORM) diukur dengan menggunakan 

proksi rasio Return on Asset (ROA). 

 Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif di 

mana jenis data dalam penelitian ini dapat 

diukur dengan angka. Sumber data dari 

penelitian ini menggunakan data sekunder 

berupa laporan tahunan perusahaan pada 

sektor keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 

penelitian, yaitu dari tahun 2016 hingga 

tahun 2020. Laporan tahunan didapat dari 

website resmi dari masing-masing 

perusahaan maupun website resmi BEI.  

Pencarian perusahaan yang melakukan 

penyajian kembali dapat dilihat pada annual 

report dengan mencari kata kunci penyajian 

kembali, restate, reclassification, restatement 

pada bagian catatan atas laporan keuangan. 

Instrumen dan pengumpulan data dari 

penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi dengan cara melakukan 

pengumpulan laporan tahunan perusahaan 

sektor keuangan yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2016 hingga 2020. 

Populasi menggunakan perusahaan 

di sektor keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan total populasi 

94 perusahaan. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling, 

dengan kriteria: Perusahaan sektor 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020,  

Perusahaan menerbitkan dan 

mempublikasikan laporan tahunan di 

website resmi perusahaan atau website resmi 

BEI, yaitu www.idx.co.id., Perusahaan 

http://www.idx.co.id/
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memiliki  data keuangan lengkap yang 

berhubungan dengan penelitian dan data 

mengenai karakteristik komite audit 

perusahaan, serta data KAP auditor. Data 

tersebut diambil dari laporan tahunan 

perusahaan pada tahun sebelumnya (t-1),  

Perusahaan melakukan penyajian kembali 

laporan keuangan yang dapat dilihat pada 

laporan tahunan perusahaan, Perusahaan 

yang melakukan penyajian kembali laporan 

keuangan dipasangkan dengan perusahaan 

yang tidak melakukan penyajian kembali 

laporan keuangan sebagai sampel kontrol 

berdasarkan ukuran perusahaan dan tahun 

yang sama. Ukuran perusahaan pada 

penelitian ini diukur menggunakan total 

aset yang dimiliki perusahaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Hasil dari analisis deskriptif untuk 

perusahaan restatement dan perusahaan 

kontrol dapat dilihat pada tabel 1. 

Independensi komite audit (ACIND) 

perusahaan yang melakukan restatement 

memiliki rata-rata 0,71 (71%) sedangkan 

perusahaan yang tidak melakukan 

restatement memiliki rata-rata yang lebih 

rendah yaitu 0,68 (68%). Ukuran komite 

audit (ACSIZE) memiliki nilai rata-rata 3,68 

pada perusahaan yang melakukan 

restatement dan 3,51 pada perusahaan tidak 

melakukan restatement. Variabel jumlah 

rapat komite audit (ACMEET) memiliki nilai 

rata-rata sebesar 9,13 untuk perusahaan 

yang melakukan restatement dan rata-rata 

sebesar 9,80 untuk perusahaan yang tidak 

melakukan restatement.  

Keahlian komite audit (ACEXP) 

memiliki nilai rata-rata sebesar 2,58 untuk 

perusahaan yang melakukan restatement, 

sedangkan nilai rata-rata sebesar 2,09.  

Artinya baik perusahaan yang melakukan 

restatement maupun tidak restatement 

memiliki rata-rata anggota komite audit 

dengan keahlian akuntansi dan keuangan 2 

orang.  Ukuran perusahaan (SIZE) yang 

diukur menggunakan logaritma natural dari 

total aset memiliki nilai rata-rata untuk 

perusahaan yang melakukan restatement 

sebesar 30,30. Sedangkan untuk perusahaan 

yang tidak melakukan restatement 

didapatkan nilai rata-rata sebesar 30,04.  

Kinerja perusahaan (PERFORM) yang 

diproksikan menggunakan ROA untuk 

perusahaan yang melakukan restatement 

memiliki rata-rata sebesar 0,01 dan 

perusahaan yang tidak melakukan 

restatement memiliki rata-rata 0,02. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang 

melakukan restatement mendapatkan return 

rata-rata sebesar 1% dari total aset yang 

dimiliki, lebih rendah dibandingkan rata-

rata perusahaan yang tidak melakukan 

restatement, yaitu 2% return dari total aset.   

Tabel 2. Statistik Deskriptif untuk Ukuran KAP 

Variabel Big 4 

Non-

big 4 Total 

Restatement 39 30 69 

Non-restatement 38 31 69 

Total 77 61   

Pada tabel 2 dapat dilihat dari 138 sampel 

terdapat 77 perusahaan yang menggunakan 

auditor dari KAP Big 4, sedangkan 61 

perusahaan lainnya menggunakan auditor 

Non-big 4. Dari 69 perusahaan yang 

melakukan restatement, didapatkan 39 

perusahaan yang menggunakan auditor Big 

4, sedangkan 30 perusahaan lainnya 

menggunakan auditor Non-big 4. Untuk 69 

perusahaan yang tidak melakukan 

restatement, 38 perusahaan menggunakan 

auditor Big 4 sedangkan 31 perusahaan 

lainnya menggunakan auditor Non-big 4. 

Tabel 3. Koefisien Regresi Logistik 

Variabel B S.E. Wald 
d

f 
Sig. Exp(B) 

ACIND 4,268 4,673 0,834 1 0,361 71,354 

ACSIZE -1,124 0,5 5,048 1 0,025 0,325 

ACMEET -0,062 0,039 2,556 1 0,11 0,939 

ACEXP 1,534 0,447 11,77 1 0,001 4,635 

AFSIZE 0,093 0,426 0,047 1 0,828 1,097 

SIZE 0,066 0,125 0,283 1 0,595 1,069 

PERFORM -5,614 4,226 1,765 1 0,184 0,004 

Constant -3,92 4,052 0,936 1 0,333 0,02 

Nagelkerke R Squared 20,7%   
 

Hosmer and Lemeshow test 0,063   
 

Hasil dari analisis regresi logistik 

dapat dilihat pada 3. Pada hasil pengujian 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit  

didapatkan nilai signifikansi yang lebih 

besar dari 0,05 yaitu 0,063. Hasil ini 

menunjukkan bahwa model mampu untuk 



9 
 

memprediksi nilai observasinya atau model 

dapat diterima karena sesuai dengan data 

observasinya. Hasil Nagelkereke’s R Square 

menunjukkan nilai sebesar 20,7%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variabel independen 

sebesar 20,7%, sedangkan 79,3% sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

terdapat dalam model. 

 Berdasarkan tabel 3, didapatkan 

hasil independensi komite audit memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

sehingga H1 ditolak. Dalam teori agensi, 

konflik kepentingan antara pihak 

manajemen dan pemilik perusahaan dapat 

diminimalisir dengan adanya pihak 

independen yang memiliki fungsi 

pengawasan. Akan tetapi hasil penelitian ini 

menemukan bahwa komite audit independen 

selaku pihak yang mengawasi  aktivitas  

manajemen tidak memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap restatement. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan di Malaysia [7],  

[24] dan di Nigeria [57] di mana 

independensi komite audit tidak memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap 

financial restatement. Penjelasan yang 

mungkin dapat menyebabkan pengaruh 

yang tidak signifikan ini dikarenakan 

hampir semua perusahaan di Indonesia telah 

menerapkan POJK No 55 /POJK.04/2015  di 

mana “anggota komite audit diwajibkan 

berasal dari luar perusahaan” (independen). 

Oleh karena itu, hasil analisis untuk 

independensi komite audit menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan karena hampir 

semua sampel perusahaan memiliki komite 

audit independen.  

Ukuran komite audit memiliki nilai 

sig sebesar 0,025 yang menunjukkan ada 

pengaruh yang signifikan dan koefisien 

bernilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut 

maka didapatkan ukuran komite audit 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

restatement sehingga H2 diterima. Sejalan 

dengan teori agensi di mana ukuran komite 

audit yang besar diharapkan mampu 

Pengawasan yang efektif merupakan fungsi 

utama komite audit dalam meminimalisir 

konflik keagenan. Hasil penelitian ini juga 

mendukung hasil penelitian sebelumnya di 

mana ukuran komite audit berpengaruh 

negatif terhadap restatement [24], [27]. 

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa 

jumlah rapat komite audit memiliki nilai 

koefisien -0,062 dengan nilai sig sebesar 

0,110. Dengan demikian, jumlah rapat 

komite audit tidak memiliki pengaruh 

negatif terhadap restatement sehingga H3 

ditolak. Dalam teori agensi, pengawasan 

merupakan salah satu hal yang paling 

penting untuk meminimalisir terjadinya 

konflik keagenan. Tingginya intensitas rapat 

komite audit merepresentasikan tingkat 

pengawasan yang dilakukan [27]. Akan 

tetapi hasil penelitian ini mendapatkan hasil 

sebaliknya di mana semakin banyak jumlah 

rapat komite audit tidak berpengaruh 

negatif terhadap restatement. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan di Malaysia [24] 

dan di Australia [43] yang mendapatkan 

hasil di mana jumlah rapat komite audit 

tidak memiliki pengaruh negatif terhadap 

restatement. Hasil yang tidak signifikan ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa komite audit 

meningkatkan jumlah rapat ketika ada 

masalah yang signifikan dalam pengawasan 

atau internal control perusahaan [48].  

Pada tabel 3 didapatkan hasil 

keahlian komite audit memiliki nilai 

koefisien 1,534 sedangkan nilai sig sebesar 

0,001. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa keahlian komite 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap restatement sehingga H4 ditolak. 

Dalam teori agensi, pengawasan oleh komite 

audit yang memiliki pengalaman dan 

pengetahuan dapat meningkatkan 

pengawasannya sehingga membatasi 

kekuasaan manajemen atas penyusunan 

laporan keuangan [52] sehingga dapat 

mengurangi masalah keagenan. Akan tetapi 

hasil penelitian ini tidak mendukung teori 

tersebut. Hasil pada penelitian ini konsisten 

dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan di Malaysia [24], [63] yang 

menemukan bahwa keahlian komite audit 

tidak memiliki pengaruh negatif terhadap 

restatement. Penelitian yang dilakukan di 

Malaysia menjelaskan hasil yang tidak 

signifikan dikarenakan peraturan MLMR 

paragraf 15.09(1) yang mengharuskan 

komite audit terdiri dari minimal satu (1) 

anggota yang memiliki keahlian di bidang 

akuntansi dan keuangan [63]. Oleh karena 

itu, hasil analisis menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan karena hampir semua 

sampel perusahaan memiliki 1 hingga 2 

anggota komite audit dengan keahlian 

akuntansi dan keuangan. Sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan sebelumnya,  

penelitian ini menunjukkan keahlian komite 

audit (ACEXP) memiliki rata-rata 2,58 

untuk perusahaan yang melakukan 

restatement, dan 2,09 untuk perusahaan 

yang tidak melakukan restatement. Hal ini 

berarti semua perusahaan dalam sampel 

penelitian telah menerapkan POJK No 55 

/POJK.04/2015  di mana “anggota komite 

audit diwajibkan memiliki paling sedikit 

satu (1) anggota yang berlatar belakang 

pendidikan dan keahlian di bidang 

akuntansi dan keuangan”.  

Untuk variabel ukuran KAP 

memiliki nilai koefisien 0,093 dengan nilai 

sig sebesar 0,828.  Berdasarkan hasil 

tersebut maka didapatkan bahwa ukuran 

KAP berpengaruh positif dan tidak 

signifikan sehingga H5 ditolak. Auditor dari 

KAP memiliki peran penting dalam 

meminimalisir terjadinya konflik keagenan. 

Auditor eksternal mampu meningkatkan 

integritas laporan keuangan [58]. Namun 

hasil penelitian ini mendapatkan hasil 

sebaliknya di mana ukuran KAP yang 

diproksikan menggunakan auditor Big 4 dan 

Non-big 4 tidak memiliki pengaruh negatif 

terhadap restatement. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan  

sebelumnya yang menemukan bahwa 

ukuran KAP tidak memiliki pengaruh 

negatif terhadap restatement pada 

perusahaan di Malaysia [63]. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh keinginan 

perusahaan untuk membuat kinerja 

keuangan lebih baik di mata investor [63]. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis serta 

pembahasan di atas, penelitian ini 

menyimpulkan: 1) H1 ditolak yang berarti 

keberadaan anggota komite audit 

independen tidak berpengaruh terhadap 

kemungkinan terjadinya restatement. 2) H2 

diterima yang berarti semakin tinggi ukuran 

komite audit maka akan menurunkan 

kemungkinan terjadinya restatement. 3) H3 

ditolak yang berarti jumlah rapat komite 

audit tidak berpengaruh terhadap 

kemungkinan terjadinya restatement. 4) H4 

ditolak, penelitian ini menemukan bahwa 

semakin tinggi jumlah komite audit dengan 

keahlian akuntansi maupun keuangan, 

semakin tinggi kemungkinan terjadinya 

restatement. 5) H5 ditolak yang berarti 

ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 

kemungkinan terjadinya restatement. 

Berdasarkan hasil dari penelitian di 

atas didapatkan bahwa ukuran komite audit 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap restatement yang berarti semakin 

banyak jumlah komite audit yang dimiliki 

perusahaan, maka semakin kecil 

kemungkinan perusahaan melakukan 

restatement. Oleh karena saran untuk 

perusahaan apabila ingin mengurangi 

kemungkinan terjadinya restatement pada 

laporan keuangannya dapat memperhatikan 

salah satu faktor signifikan yang dapat 

mempengaruhi restatement, yaitu 

meningkatkan jumlah dari komite auditnya 

sehingga semakin banyak sumber daya yang 

dimiliki perusahaan untuk mengawasi 

aktivitas manajemen. Saran bagi peneliti 

selanjutnya adalah Peneliti dapat 

menambahkan karakteristik komite audit 

lainnya seperti audit tenure, dan variabel 

kontrol lainnya seperti firm age, growth, 

leverage, dan lainnya. Selain itu peneliti 

dapat melakukan penelitian dengan sampel 

dari negara lain yang memiliki perbedaan 

peraturan mengenai corporate governance 

khususnya komite audit. 

Keterbatasan penelitian ini di mana 

sampel yang di teliti hanya sektor keuangan 

yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2020.  

Selain itu untuk kriteria keahlian komite 

audit, penelitian ini menggunakan kriteria 

Badolato et al. (2014) yang hanya terdiri dari 

pengalaman kerja komite audit dibidang 

akuntansi atau keuangan. Penelitian ini juga 

hanya menguji pengaruh dari auditor KAP 

yang melakukan audit pada periode t-1 dari 

penyajian kembali laporan keuangan 

perusahaan dan tidak memperhatikan 

pengaruh dari pergantian auditor 

sebelumnya apabila perusahaan melakukan 

pergantian auditor pada periode t-2 . 
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